
LAPORAN PENELITIAN 
KAJIAN WANITA 

PROFIL SIMP, DAN PERILAKU POLITIK PEREMPUAH ANGGOTA DPRD 
PASCA KUOTA 30% BTERWAKILAN PEREMPUAN 

F - 
Dl SUMATERA BAMT - - - 

Dra. Al Rafni, M.Si. 
Drs. Suryanef, M.Si. 

DlSlAYAl OLEH DP2M 
SURAT PERJANJlAN No.O061SP3/PP/DP2M/II/2006 

DIREKTORAT JENDERAL PENDlDlKAN TlNGGl 
DEPARTEMEN PENDlDlKAN NASIONAL 

FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL 
UNIVERSITAS NEGERI BADANG 

OKTOBER, 2006 



1 HALAMAN PENGESAHAN 

1. Judul Penelitian : Profil, Sikap, dan Perilaku Politik Perempuan Anggota DPRD 
'i Pasca Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Sumatera Barat. 
I 
i 
,I 2. Bidang IImu 

Penelitian : Ilmu Politik. 

3. Ketua Peneliti 
a. Nama Lengkap : Dra. A1 Rafni, M.Si. 
b. Jenis Kelamin : Perempuan. 
c. NIP : 132056198. 
d. PangkatIGol. : Penata Tingkat YIII d. 
e. Jabatan : Lektor. 
f. FakultasIJurusan : Llmu-ilmu Sosial/Ilmu Sosial Politik. 

4. Jml. Tim Peneliti : 2 orang. 

5. Lokasi Penelitian : DPRD Provinsi Sumbar, DPRD Kota Padang, dan DPRD 
Kabupaten Agam. 

6. Bila penelitian ini merupakan kerjasama kelembagaan. 
a. Nama instansi : ----- 
b. Alamat 

7. Waktu penelitian : 7 bulan. 

8. Biaya : Rp. 6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah). 

NIP. 132056198 



RINGKASAN 

A. Judul Penelitian 

Profil, Sikap, dan Perilaku Politik Perempuan Anggota DPRD Pasca Kuota 
30% Keterwakilan Perempuan di Sumatera Barat 

Oleh : A1 Rafni dan Suryanef 
Tahun Penelitian : 2006 
Jumlah Halaman : xii + 50 halaman 

B. Ringkasan Penelitian 

Keterlibatan perempuan daIam politik, khususnya dalam ha1 keterwakilan di 

lembaga legidatif menunjukkan rendahnya representasi perempuan. Selama pemilu 

Orde Baru representasi perempuan di lembaga legislatif berada pada kismn 12%. Di 

era reformasi, hasil pemilu 1999 menunjukkan bahwa representasi tersebut 

mengalami kemerosotan menjadi hanya 9%, sedangkan pemilu 2004 hanya terwakili 

sekitar 11%. Jauh dari harapan kuota keterwakilan perempuai sebesar 30% 

sebagaimana yang diamanatkan pasal65 ayat 1 UU No. 12 tahun 2003. Kenyataan ini 

juga terjadi dalam komposisi keanggotaan DPRD di Provinsi Surnatera Barat. Dari 

605 kursi anggota dewan hanya 45 diantaranya yang diduduki perempuan atau 

sekitar 8,03% (KPUD Sumbar, 2004). Realitas rendahnya keterwakilan perempuan 

di lembaga legislatif daerah mendasari penelitian ini menarik untuk dilakukan. 

Fokus penelitian diarahkan pada tiga ha1 berikut : (1) Bagaimanakah profil 

perempuan anggota DPRD pasca kuota 30% di Sumbar ditinjau dari dimensi latar 

belakang pendidikan, pekerjaan, organisasi, dan keluarga serta motivasi mereka 

menjadi anggota legislatif? ; (2) Bagaimanakah sikap politik perempuan anggota 

legislatif terhadap sistem politik melalui penjaringan lima tipe sikap yaitu political 

involvement, political eflcacy, political trust, civic awareness, dan community 

political knowledge? ; dan (3) Apakah terdapat perbedaan perilaku politik antara 

anggota DPRD perempuan dengan laki-laki dalam melaksanakan hgsinya selaku 

anggota legislatif daerah? 

Selanjutnya dalarn mengungkapkan jawaban atas tiga pertanyaan penelitian, 

maka hal-ha1 berikut dijadikan sebagai pijakan analisis : (1) Keterwakilan perempuan 



dalam politik pasca kuota 30% ; (2) Dimensi profil, sikap, dan perilaku politik ; clan 

(3) DPRD : Fungsi dan Tanggungjawab Keanggotaannya 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode kuantitatif dan 

kualitatif Responden penelitian adalah semua perempuan anggota DPRD Provinsi 

Sumbar, DPRD Kota Padang, dan DPRD Kabupaten Agam yang berjurnlah 15 

orang. Sehubungan dengan upaya melacak perbedaan perilaku politik antara anggota 

DPRD perempuan dengan laki-laki, maka penelitian ini juga menjadikan 15 orang 

laki-laki anggota DPRD sebagai informan penelitian. Data dikumpulkan melalui 

kuesioner dan w a w a n ~ a  mendalam dengan menggunakan angket dan pedoman 

wawancara. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis 

kuantitatif menggunakan statistik deskriptif kuantitatif prosentase normal guna 

mendeskripsikan kecenderungan data. Sedangkan analisis kualitatif menggunakan 

model interaktif seperti yang digambarkan oleh Miles dan Huberman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil anggota legislatif perempuan 

pasca kuota 30% ketenvakilan perempuan dari segi pendidikan sangat memadai, 

karena sebagian besar berpendidikan SLTA dan Sarjana. Dari sisi pekerjaan 

sebelumnya terlihat bervariasi namun sebagian besar dari mereka bekerja di sektor 

swasta atau pun berwiraswasta. Berdasarkan ha1 ini jiwa enterprenuership yang telah 

dimiliki dapat dijadikan sebagai pendorong bagi mempertahankan semangat dan 

idealisme. Selanjutnya dari sisi organisasi juga terlihat kematangan pengalaman, 

demikian juga dalam ha1 keterlibatan keluarganya dalam berorganisasi. Kemudian 

bila ditinjau dari motivasi, mereka memiliki motivasi pe rjuangan yang tinggi sebagai 

anggota legislatif 

Sementara itu sikap politik anggota legislatif perempuan terhadap sistem 

politik melalui penarnpilan lima tipe sikap yaitu : (I) political involvement ; (2) 

political efficacy ; (3) political trust ; (4) civic awareness ; dan (5) community 

political knowledge secara keseluruhan berada dalam kategori positif (sangat baik 

dan baik). Kenyataan ini menunjukkan ha1 yang paralel dengan profil yang 

dimilikinya. 

Selanjutnya intensitas penggunaan hak-hak anggota legidatif oleh perempuan 

bila dibandingkan dengan laki-laki ternyata tidak paralel dengan latar belakang yang 



mereka punyai dan sikap politik yang ditunjukkannya. Sebab intensitas penggunaan 

hak yang mereka miliki temyata masih rendah 



SUMMARY 

A. Research Title 

The Profile, Attitude, and Political Behavior of Women Legislative Member 
after the Implementation of the Quota 30% of Women Representation in the 
DPRD of West Sumatera 

Researcher : A1 Rafni and Suryanef 
Year of Research : 2006 
Amount of Page : xii + 50 pages 

B. Research Summary 

The involvement of women in politics, especially in the case of their 

representation in Legislative Assembly, is still low. During the general election in 

New Order era, the representation of women in the Legislative Assembly revolves 

around 12%. But, in Reform era, the result of general election 1999 indicating that 

the women representation tends to decline become only 9%, while in general election 

2004 only around 11%. These conditions were still far fiom quota expectation of 

women representation equal to 30% as which is recommended by the Regulation No. 

12, 2003, section 65 article 1. This condition also happened in the membership 

composition of DPRD at the Provinsi of West Sumatra. From 605 of the Legislative 

Assembly members, it is only 45 of them occupied by the women or around 8.03%. 

(KPUD Sumbar, 2004). The low representation of the women in the regional 

Legislative Assembly requires this research to be conducted. 

This research focused on three things as follow: (1) What was the profile of 

women legislator in the DPRD of West Sumatera after the implementation of quota 

of 30% based on their educational, work, organizational, and family background and 

motivation to become the legislative member? (2) What were the political attitude of 

the women legislative members toward political system based on the five types of 

their attitudes, that is, the political involvement, political efficacy, political trust, 

civic awareness, and community political knowledge? And, (3) Were there political 

behavior differences between the women and the men legislators in implementing 

their hc t ion  as legislative member? 



There were some theoretical bases used in revealing and answering these 

research questions. They were related to: (1) The representation of woman in politics 

after the quota 30% of Women Representation; (2) The dimensions of profile, 

attitude, and political behavior; and (3) the Function and the Membership 

Responsl?>ility of Legislative Assembly members. 

This research was analytical descriptive with quantitative and qualitative 

methods. The responder of this research was all women as members of West 

Sumatera Legislative Assembly, and Regional Legislative Assembly of Padang and 

Agam which amount to 15 women. In order to make a comparison in terms of the 

differences of political behaviour, 15 men of the Legislative Assembly were also 

used as informants in this research. Data in this research was collected through deep 

interview and questionnaires. The quantitative data was analyzed with quantitative 

descriptive statistics through normal percentage in order to describe the tendency of 

the data, while the qualitative data was analyzed qualitatively through interactive 

model as asserted by MiIes and Huberman. 

The result of this research described that the profile of women legislative 

member after the quota 30% of the Women Representation indicated that the women 

were very adequate based on their educational background, because most of them 

have graduated from High Schools or Master Degrees. Based on the previous work 

side, they vary but most of them work in private sector or entrepreneurship. In this 

case, the spirit of the entrepreneurship they owned could be made as motivator to 

maintaining the spirit and idealism. Besides, in terms of organizational side, it could 

be also seen the experience maturity, the involvement of family in running the 

organization. Moreover, most of them also had a high motivation as legislative 

members. 

Meanwhile, in the case of five dimensions of political attitudes (that is, 

political involvement, political efficacy, political trust, civic awareness, and 

community political knowledge), it seemed that the appearance of the women attitude 

toward political system as a whole stay in positive category (very good and good 

categories). This fact indicated the parallelism in the profile they owned. 







































































































































































aktifmewujudkunnya secara bersama-sama tanpa membedakan agama, suku, 
ras, bahasa mau pun etnisitas lainnya. " (Wawancara dengan YS dari PBB 
tanggal 12 September 2006). 

Kemudian bila ditelusuri penampilan tipe sikap kedua yaitu sense of political 

eficacy terlihat variasi jawaban responden, dimana jawaban tersebar cukup merata 

pada tiga kategori jawaban walau pun dapat dikatakan secara umum sikap responden 

positif. Sikap responden terhadap peranannya sendiri dalam sistem politik sangat 

tergantung pada loyalitas clan kapasitas personal. Sebagaimana diungkapkan oleh 

responden N berikut ini. 

"Seriap orang tentu punya sikap dan tanggung jawab cialam bertugas. 
Adakalanya ia rnenunjukkan loyalitas yang tinggi, adirkalanya ia 
meninggalkan tugas seperti tidak hadir &lam sidang-sidang yang digelar 
oleh Komisi, fiaksi, atau panitia-panitia lainnya. Kesemua itu bersifar relatif 
tergantung pada personal, semua berpdang pada orang perorangaa " 
(Wawancara tanggal 22 Agustus 2006). 

Untuk penampilan sikap ketiga yaitu sense ofpolitical trust ditemukan bahwa 

sebagian besar sikap politik responden sangat baik dalam menyrkapi pelaksanaan 

otoritas politk, baik terhadap kualitas kinerja pemerintah saat ini, sikap terhadap cara 

penyelesaian KKN masa rezirn Orde Baru oleh pemerintah, serta sikap terhadap 

letnbaga peradilan saat ini. 

Pada sikap keempat yaitu sense of civic awareness ternyata hampir 

keseluruhan responden menyikapi persoalan tersebut dengan sangat baik Persoalan- 

persoalan yang dikemukakan dalam menjaring jawaban menuntut kepekaan 

responden sebagai anggota legislatif. Kepekaan sudah selayaknya dimiliki oleh 

seorang anggota legislatif terhadap persoalan-persoalan untuk memajukan 

kesejahteraan bersama. 

Selanjutnya tipe sikap sense of community political knowledge yang dilacak 

melalui situasi riil masyarakat saat ini. Sebagian besar responden menyikapi bantuan 

langsung tunai kompensasi kenaikan BBM. sebagai suatu ha1 yang positif sepanjang 
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SlNOPSlS PENELlTlAN LANJUTAN 

k Topik dan Perurnusan Masalah 

Topik penelitian lanjutan yang dapat dilakukan adalah : 

ORIENTASI POLITIK PEREMPUAN ANGGOTA DPRD SUMBAR 
DAN HAMBATAN PELAKSANAAN TUGASNYA SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF 

Temuan penelitian tentang penggunaan hak yang dimiliki anggota legislatif 

menunjukkan bahwa perempuan masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki dalam 

melaksanakan hak-hak politiknya. Padahal dengan latar belakang anggota legislatif 

perempuan berkaitan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, pengalaman 

berorganisasi, keluarga, dan motivasi menjadi anggota legislatif yang sangat baik dan 

memadai ditambah dengan adanya kebijakan kuota seharusnya mereka dapat 'unjuk 

kualitas'. Dengan kata lain, ternyata latar belakang pendidikan, organisasi, dan motivasi 

perjuangan yang tinggi serta sikap yang positif terhadap sistem politik tidak paralel 

dengan intensitas pelaksanaau hak-haknya sebagai anggota legislatif. 

Kurang kuatnya pengaruh perempuan ddam proses pengambilan keputusan 

penting diasumsikan akan berimplikasi pada perjuangannya untuk menghasilkan beragam 

keputusan yang hanya dimengerti oleh perempuan. Keputusan tersebut misalnya 

menyangkut kepentingan perempuan seperti di bidang kesehatan reproduksi, hukum 

perkawinan, pelindungan anak korban perceraian sampai pada persoalan sekita. buruh 

perempuan clan sebagainya. Sehubungan dengan itu sangatlah menarik apabila penelitian 

lanjutan diarahkan pada dua pertanyaan penelitian berikut : 

1. Bagaimanakah orientasi politik, baik orientasi kognitif dan orientasi afektif, mau 

pun orientasi evaluatif dari perempuan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, 

DPRD Kota Padang, dan DPRD Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai anggota legislatifl 

2. Apakah hambatan-hambatan teknis yang dihadapi perempuan anggota legislatif 

dalam mengaktualisasikan tugas-tugas yang hams dilakukannya sebagai anggota 

legislatif? 



B. Rancangan Penelitian 

I. Tinjauan Pustaka 

Upaya untuk mengungkapkan bagaimana orientasi pditik perempuan anggota 

DPRD Sumbar serta hambatan yang dihadapinya dalam melaksanakan tugas sebagai 

anggota legislative memerlukan pijakan analisis. Sehubungan dengan itu, maka review 

litemture berkaitan dengan orientasi politik, perempuan dalam kehidupan politik, dan 

hngsi clan tanggungjawab keanggotaan DPRD. 

a. Orientasi Politik dan Perilaku Politik 

Orientasi politik menurut Kavanagh (1982) adaIah suatu keadaan yang terbentuk 

melalui pengaruh faktor-faktor tradisi, historis, memori, motif, emosi dan simbol-simbol. 

Lebih lanjut ia membagi orientasi politik ke dalam komponen kognitif (pengetahuan dan 

kesadaran tentang objek politik), afektif (kecenderungan emosional terhadap objek), dan 

evaluatif (pertimbangadpenilaian terhadap objek). 

Berbicara mengenai orientasi politik pada hakikatnya membicarakan 

kecenderungan seseorang untuk mengenali, memahami dan memberikan penilaiannya 

terhadap suatu objek politik. Hal ini a h  menjadi dasar baginya untuk bersikap dalam 

politik selanjutnya berbuat atau berperilaku politik tertentu sesuai dengan orientasi dan 

sikap yang ia miliki semula. Bilamana seseorang telah memililci pemahaman, 

pengetahuan, perasaan dan penilaian tertentu tentang suatu objek politik, maka orang 

tersebut mempunyai kecenderungan untuk berbuat atau berpedaku politik tertentu pula. 

Sehubungan dengan ini Kweit dan Kweit (1986) mengatakan bahwa orientasi politik 

terdiri dari pengetahuan, sikap, nilai clan harapan-harapan seseorang. Orientasi politik ini 

akan membentuk tatanan , dimana interaksi akan mempunyai pengaruh terhadap perilaku 

politik. 

Almond dan Verba (1984) mengklasifikasikan orientasi politik atas tiga ha1 yaitu : 

Pertama, orientasi cognitive yaitu pengetahuan dan keyakinan terhadap sistem politlk, 

peran dan pejabat yang menjalankan peran itu dalam sistem politik, termasuk proses input 

dan output dari sistem politik. Kedua, orientasi gective atau perasaan terhadap sistem 

politik tersebut dan peflonnance sistem politik itu. Ketiga, orientasi evaluative yaitu 

memberikan p.hh dan opini tentang obyek politik yang secara tipikal mlibatkan 



kombinasi standar-standar nilai dan kriteria yang berkenaan dengan informasi clan 

perasaan. Lebih lanjut mereka menegaskan bahwa aspek kognitif merupakan 

pengetahuan tentang objek politik, peranan dan segala kewajiban yang melekat pada 

objek. Aspek afektif lebih merupakan tinjauan emosional terhadap sesuatu objek clan 

dianggap sebagai feelling of attachment, involvement, rejection and the pride about 

political object. Sedangkan aspek evaluatif merupakan keputusan clan pendapat tentang 

objek poli tik yang melibatkan standar nilaiflcri teria tertentu dengan infromasi dan 

perasaan. 

Dalam penefitian ini orientasi politik yang dimaksud meliputi aspek kognitif, 

afektif dm evaluatif yaitu menyangkut bagaimana pengetahuadpemahaman, perasaan 

clan penilaian perempuan anggota DPRD terhadap tugasnya sebagai legislator, pengontrol 

dan budgetor. 

b. Perempuan dalam Kehidupan Politik 

Perempuan dan politik dalam konstruksi budaya merupakan dua domain yang 

sangat berbeda. Kedudukan dan peranan perempuan berkisar dalam lingkungan dome* 

sedangkan politik sebagi ha1 yang berkakitan dengan kekuasaan selalu diidentikan 

dengan dunia laki-laki. Dunia ini seolah-ola. tabu dimasuki perempuan. Sosialisasi 

dalam keluarga, baik di masyarakat Barat maupun Timur, selarna berabad-abad 

menampatkan perempuan di luar masalah-masalah yang berkaitan dengan politik dan 

kekuasaan. 

Pandangan yang menyatakan perempuan untuk terus tersubordinat dalam bidang 

sosial ekonomi dan politik tidak dapat dipertahankan lagi. PBB telah be jasa besar bagi 

proses perkembangan kedudukan perempuan dengan membentuk badan 271e United 

Nations Committee on the Status of Women. Dalam Sidang I tanggal 11 Desember 1948 

PBB memperingatkan para anggotanya agar membentuk undang-undang yang menjamin 

persamaan h a .  antara perempuan dan laki-I&. Indonesia baru meratifikasi Konvensi 

PBB tentang hak-hak politik perempuan di tahun 1961. 

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik di Indonesia telah dimulai sejak 

sebelum Indonesia belum meraih kemerdekaan. Setelah kemerdekaan kiprah perempuan 



dalam kehidupan politik semakin terbuka lebar. Jaminan yuridis yang diberikan melalui 

UUD 1945 adalah merupakan langkah awal bagi perempuan untuk masuk ke dunia 

publik. 

Namun geliat perempuan itu sangat dipengaruhi oleh seting politik penguasa. Di 

masa padementer, organisasi perempuan masih mempunyai kebebasan bergerak 

meskipun masih berada di bawah payung satu partai. Sedangkan di masa Demokrasi 

Terpimpin, organisasi politik perempuan menjadi berkurang dengan diperkecilnya jumlah 

partai politik. Tetapi organisasi perempuan di luar partai tidak dilarang untuk tumbuh. Di 

masa Orde B m  di mana kekuasaan menjadi sangat terpusat perempuan telah 

didomestikasi secm sistematis oleh negara. Domestikasi dilakukan melalui tindakan 

mempolitisasi perempuan, menerapkan ideologi patriarki, mengkooptasi perempuan, 

menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik disamping tentunya pemerintah 

melalui output yang berupa kebijakan-kebijakannya melakuka. regulasi yang ketat 

terhadap perempuan. 

Mempolitisasi perempuau dalam arti menjadikan perempuan sebagai alat 

mobilisasi politik pad-partai politik. Kegiatan-kegiatan atau organisasi perernpuan 

diarahkan pada kegiatan kesejahteraan sosial dan keluarga sehingga PKK pun disebut 

sebagai gerakan perempuan non politik. Untuk rnenjaga harmoni clan kestabilan politik, 

pemerintah mengkooptasi seluruh bentuk-bentuk perwakilan menurut fungsi dan profesi 

seperti halnya KOWANI. 

Struktur korporatisme menurut Philippe C. Schmitter (Stepan, 1978), diciptakan 

untuk rnenjaga harmoni dan mencegah konflik kelas. Dalam sistem koqmratisme ini 

pernerintah berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan aktivitas seluruh organisasi 

clan menentukan hidup-matinya organisasi. Keadaan ini diperkuat lagi dengan adanya 

Panca Tugas yang dinunuskan oleh Mentri Urusan Peranan Perempuan yaitu (1) sebagai 

istri yang membantu m i  ; (2) sebagai ibu yang mengasuh anak dan mendidik mereka ; 

(3) sebagai manajer di dalam mengelola rumah tangga sebagai rumah bagi suami clan 

anak ; (4) sebagai pekerja dalam berbagai sektor ; dm (5) sebagai anggota organisasi 

(Abdullah, 1997). Dari Panca Tugas ini tercermin negara menerapkan ideologi ihisme 

(Murniati, 1998) yang menempatkan perempuan sebagai ibu utama dalam kelwga, 

masyarakat maupun negara. 
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Ideologi tersebut memposisikan perempuan sebagai makhluk yang penuh cinta 

kasih dan selalu berkorban demi orang lain. Ideologi tersebut kemudian secm politis 

dimanipulasi untuk mkgontrol akses perempuan terhadap berbagai sumber daya clan 

mempadikasi perempuan. Senada dengan konsep ibuisme, Mies (Abdullah, 1997) 

menggunakan istilah housewifzation untuk menunjukkan suatu kondisi dimana 

perempuan sebagai ibu rumah tangga dianggap sebagai peran utama sehingga segenap 

aspek kehidupan perempuan sangat diwamai oleh anggapan ini. 

Ideologi tersebut melokalisasi perempuan seputar aktivitas domestik serta 

membatasi geraknya di sektor lain. Ideologi ibuisme diciptakan oleh negara dalam ran& 

melestarikan ideologi patriarki yang identik dengan negara dan laki-laki. Patriarki addah 

konsep bahwa lald-laki memegang kekuasaan atas semua peranan penting dalam 

masyarakat dan pemerintahan serta mencerabut perernpuan dari aksesnya terhadap 

kekuasaan (Mosse dan Anders Uhlin, 1996). 

Lahirnya era reformasi membuka peluang bagi kaum perempuan untuk mengubah 

pandangan-pandangan yang merugikan perempuan. Mengubah pola berpikir yang peka 

jender dan menuju langkah kongkrit untuk keadilan jender dalam politik. Jika ditelaah 

lebih lanjut sesungguhnya landasan untuk menghrlangkan ketidakadilan jender telah 

tercantum &am beberapa peraturan perpolitikan negara kita seperti berikut ini. 

a. UUD 1945 pasal 28 h ayat 2 tentang perlalcuan khusus terhadap kelompok 
marginal. 

b. UU No.68 tahun 1958 menyatakan akan jaminan persamaan hak politik antara 
perempuan dan laki-laki. 

c. UU No.7 tahun 1984 yang meratifikasi penghapusan segala bentuk 
diskriminasi terhadap perempuan. 

d. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan. 
e. Tap MPR RI No. W2002 yang merekomendasikan pada Presiden untuk kuota 

30% bagi perempuan di lembaga pengambilan keputusan. 
f. Rekomendasi Dewan Sosial dan Ekonomi PBB agar negara-negara yang 

menjadi anggota PBB dapat memenuhi target 30% perempuan untuk duduk 
dalam lembaga pengambilan keputusan hingga tahun 2000. Bahkan sekarang 
telah diperbaharui menjadi sebesar 50%, 5 tahun setelah Konferensi Beijing 
(Isbodroini Suyanto, 2003). 

Keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam politik di republik ini sebenamya 

bukan ha1 baru, karma mereka telah ikut serta secara aktif dalam pe rjuangan pergerakan 

kebangsaan Indonesia. Perjalanan partisipasi perempuan Indonesia dalarn politik dapat 



ditinjau dari akseptabilitasnya. Akseptabilitasnya dalam politik sangat ditentukan oleh 

tingkat pendidikan dan profesionalitas, herditas, kekuatan ekonomi serta karena 

kedudukan suami. Hasil penelitian Agustono dan Emiyanti (1998) tentang perempuan 

dalam partai politik di Kotamadya Medan mengindikasikan image of man, dimana peran 

perempuan yang duduk di partai semasa Orde Baru banyak dipengaruhi kolusi dan 

nepotisme atau karena suami, ayah dan saudara laki-laki. 

Menurut Salviana (1995) kelangkaan elit politik perempuan berkaitan dengan 

rendahnya kualitas perempuan sendiri dalam berpolitik Maksudnya perempuan kurang 

memiliki greget dalam mencapai citacita yang berkaitan dengan kepentingan politik dan 

kondisi ini kemungkinan dipengaruhi sistem patriarki. Rendahnya keterwakilan 

perempuan di berbagai lembaga legislatif disebabkan oleh beberapa indikator antara lain : 

(1) pola partisipasi dan rekrutmen perempuan belum jelas ; (2) pola sosialisasi serta 

pendidikan politik perempuan belum mengakar ; (3) adanya dominasi laki-laki atas 

perempuan ; (4) faktor intern perempuan itu sendiri yang lebih mementingkan rumah 

tangga (reproduksi sosial) ; dan (5) tingkat pendidikan perempuan yang relatif rendah. 

Dari lima faktor ini pola sosialisasi dan pendidikan politik perempuan merupakan kund 

pemberdayaan perempuan dalam meraih hak-hak politiknya. 

c. DPRD : Fungsi dm Tanggunglglawab Keanggotaannya 

DPRD menurut UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 40 

merupakan lembaga perwakilan mat daerah dan berkebudukan sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah maka 

lembaga ini senantiasa diharapkan untuk mengolah dan sekaligus menyalurkan kehendak 

dan kepentingan rakyat di daerah tersebut. 

Dewan perwakilan rakyat adalah manifestasi peranserta rakayat dan biasanya 

dikaitkan dengan fungsi : (1) rule making ; (2) representation ; (3) interest articulation 

and agregation ; (4) political socialization and education ; dan (5) supervision, 

scrutiunity, surveilance (La Palombara, 1974). 

Sementara itu Amal (1990) mengemukakan fnngsi dewan perwakilan pada 

umumnya meliputi tiga hal. Pertama, popular control, bertugas untuk melaksanakm 

pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Kedua, leadership, menyiapkan 



kepemimpinan clan pertanggungjawaban dalam pembuatan keputusan. Ketiga, system 

maintenance, menjamin terpeliharanya dan terlaksananya sistem politik secara lancar 

dengan cam memupuk dukungan masyarakat. 

Popular control bisa dikembangkan menjadi responsiveness, accountability dan 

peaceful change. Sedangkan leadership dapat dikembangkan menjadi responsibility. 

Sementara system maintenance dapat dikembangkan menjadi legitimation, concent clan 

relief of pressure. Dengan demikian, fungsi-fungsi di atas haruslah dipunyai oleh setiap 

lembaga perwalalan yang demobtis. 

Mengenai fungsi lembaga legislatif daerah menurut BN. Marbun (1993) adalah 

fungsi memilih dan menyeleksi, fungsi membuat peraturan daerah, fungsi debat dan 

representasi. Sementara Sanit (1985) membaginya menjadi fungsi perwakilan politk, 

fungsi peraturan clan h g s i  pengawasan. Walau pun terdapat beberapa pembagian fungsi 

akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi Iegislatif atau fungsi pembuatan 

peraturan daerah adalah yang paling utama. 

Sementara dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan 

bahwa DPRD memilild b g s i  legislasi, anggaran dan pengawasan basal 41). Adapun 

tugas dan wewenang DPRD dijelaskan dalam pasal42 UU tersebut sebagai berikut : (1) 

membentuk perda bersama kepala daerah ; (2) membahas dan menyetujui APBD ; (3) 

melaksanakan pengawasan ; (4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala 

dearah/walciI kepala daerah ; (5) memilih wakil kepala daerah dalam ha1 terjadi 

kekosongan jabatan wakil kepala daerah ; (6) memberikan pendapat dan pertimbangan 

terhadap rencana perjanjian intemasional di daerah ; (7) memberilcan persetujuan 

terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah ; (8) 

meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah ; (9) membentuk panitia 

pengawas pemilihan kepala daerah ; (10) memberikan persetujuan terhadap rencana ke rja 

sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang metubebani masyarakat clan daerah ; dan 

(1 1) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang- 

undangan. 

Pelaksanaan fungsi dan tugas serta kewenangan yang dimiliki oleh anggota 

DPRD pada akhirnya akan menentukan kualitas anggota dewan itu sendiri serta 

hubungannya dengan para konstituen. 



2. Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan 

mkggunakan metode kuantitatif sekaligus kualitatif sebagai pendukung. Disamping itu 

sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam 

penelitian berperspektif gender. 

Responden penelitian diambil secara total sampling, yaitu keseluruhan perempuan 

anggota DPRD periode 2004-2009 yang mewakili wilayah provinsi, kabupaten dan kota. 

Dalam kaitan ini maka responden penelitian adalah I5 orang anggota DPRD perempuan, 

yaitu 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat, 6 DPRD Kota Padang dan 4 dari DPRD 

Kabupaten Agam. Selanjutnya untuk mengungkapkan ada-tidaknya perbedaan orientasi 

politik antara anggota DPRD perempuan dengan laki-laki, maka juga diambil anggota 

DPRD laki-laki sebagai responden penelitian dengan jumlah yang sama untuk setiap 

lokus penelitian. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner clan wawancara 

medalam (depth interview). Alat yang digunakan addah angket clan pedoman wawmcara. 

Sedangkan keabsahan data diuji menggunakan strategi pengecekan derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian dengan beberapa tehik pengumpulan data Selanjufuya data 

yang dikumpulkan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deslaiptif 

prosentase normal untuk menggambarkan kecendenmgan dari data yang berimbungan 

dengan orientasi politik. Disamping itu data kualitatif terkait dengan hambatan teknis 

pelaksanaan tugas-tugas legislatif yang diperoleh melalui wawancara menddam diolah 

secara kualitatif . 
Selanjutnya sebagaimana telah dijelaskan pada bagian jenis penelitian bahwa 

penelitian ini juga berperspektif gender sehingga dalam menganalisis ada&daknya 

perbedaan orientasi politik antara anggota DPRD perempuan dengan laki-Iaki digunakan 

analisis gender. 
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